BAB Il1

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Dalam Pelanggaran Hak Cipta
Cover Lagu Di YouTube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

Seperti telah dijelaskan sebelumnya pada bab latar belakang mengenai
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, khususnya
pada bidang akses media internet, memudahkan masyarakat dari berbagai belahan
dunia untuk menggunakan berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh internet
kapanpun dan dimanapun. Berkat internet, semua hal yang tadinya mustahil untuk
dilakukan dan dilihat menjadi mudah karena adanya perkembangan teknologi.
Begitu pula halnya dengan akses media internet pada akun YouTube. Pada bab
kajian teori mengenai YouTube telah dijelaskan mengenai pengertian dan

kegunaan YouTube dalam media internet.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap
pencipta lagu dalam pelanggaran hak cipta cover lagu di YouTube menurut
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang dimaksud
korban dalam pelanggaran hak cipta cover lagu adalah para pencipta atau
penyanyi atau pemegang hak cipta suatu lagu atau nyanyian. Cover lagu yang
dimaksud adalah menyanyikan ulang lagu milik penyanyi atau musisi ternama
dengan gubahan musik yang berbeda kemudian diunggah melalui media internet

bernama YouTube.
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Para pihak pelaku pelanggaran hak cipta pada cover lagu YouTube ini
adalah pembuat dan pemilik akun YouTube yang telah membuat video cover lagu
dengan mencantumkan iklan di dalamnya untuk tujuan komersial, baik secara
pribadi atau perorangan maupun kelompok dan YouTube sebagai media yang
memuat video cover lagu beriklan dari akun AdSense (media penyedia periklanan

secara online).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari perlindungan
adalah tempat berlindung, hal atau perbuatan yang melindungi, menjaga.®
Sedangkan pengertian dari hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa
(pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat
(negara) untuk mengatur pergaulan hidup masyarakatnya.®® Menurut pendapat

Philipus.M.Hadjon mengenai pengertian perlindungan hukum adalah:

Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang
bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum adalah perlindungan
akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenangan.®’

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di

®Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai
Pustaka. Jakarta. 1989. Hal 526.

®*1bid. hal 314.

®"philipus.M.Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu.
Surabaya. 1987. Hal 2&5.
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lembaga peradilan.®® Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang
ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya. Apabila seseorang ingin menikmati
manfaat ekonomi dari hasil ciptaan orang lain, maka wajib memperoleh izin dari
orang yang berhak. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh
undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Jika terjadi
pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum dan bila
terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur jenis perbuatan serta ancaman

hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana.®

Secara berturut-turut, pengertian pencipta, ciptaan, dan pemegang hak
cipta tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Berikut ini adalah pengertian pencipta menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri
atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan
pribadi.

Pengertian ciptaan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni,
dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,

%8 Triyanawati. Skripsi. Perlindungan Hukum Hak Cipta Open Source Software Linux di
Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2014. Hal 12
dalam Maria Alfons. Disertasi Doktor. Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas
Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Universitas
Brawijaya. Malang. 2010. Hal 18.

Triyanawati. Skripsi. Perlindungan Hukum Hak Cipta Open Source Software Linux di
Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2014. Hal 13.
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kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk
nyata.

Sedangkan pengertian pemegang hak cipta menurut Pasal 1 angka 4

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang
menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara
sah.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada hakikatnya sama halnya dengan hak
kekayaan kebendaan lainnya, yaitu memberikan hak kepada para pencipta atau
pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan dari investasi karya intelektualnya di
bidang kekayaan industri dan karya cipta yang disebut hak cipta. Perkembangan
teknologi, terutama perkembangan teknologi digital, dianggap mendukung

tumbuh suburnya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.”

Perlindungan terhadap HKI khususnya di negara maju, seperti Eropa Barat
bermula dari pemikiran hukum alam, khususnya ide tentang the absolute
ownership yang diwarisi sistem hukum Romawi.”* Sebagaimana dipahami bahwa
tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.”?
Damai sejahtera adalah tujuan hukum.” Untuk menciptakan keadaan damai

sejahtera tersebut, hukum mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara

“http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/informasi/Pelanggaran-Hak-Kekayaan-
Diakses pada hari Rabu, 18 November 2015; pukul 23.43 WIB.
Trisno Raharjo. Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual.
Pensil Komunika. Yogyakarta. 2006. Hal 17 dalam Fathoni. Jurnal Cita Hukum Vol. | No. 2
Desember 2014. Paradigma Hukum Berkeadilan dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal,
Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2014. Hal 292,

"?H.R. Otje Salman.S. dan Anton.F. Susanto. Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan,
dan Membuka Kembali. Cetakan 2. Refika Aditama. Bandung. 2005. Hal 156.

"peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan 3. Kencana. Jakarta. 2009.
Hal 149.



http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/informasi/Pelanggaran-Hak-Kekayaan-Intelektual
http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/informasi/Pelanggaran-Hak-Kekayaan-Intelektual
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cermat dan menciptakan keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan itu.
Tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum
sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil, yaitu suatu pengaturan
yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan yang dilindungi secara
seimbang sehingga setiap orang sebanyak mungkin memperoleh apa yang menjadi

bagiannya.”

Hak Cipta memberikan hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral
bagi pencipta terhadap karya ciptaannya. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta
atas suatu karya adalah selama 70 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hal itu
tercantum dalam Pasal 57 mengenai masa berlaku hak moral dan Pasal 58
mengenai masa berlaku hak ekonomi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta.

Pelanggaran dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya
hak cipta banyak dilakukan di media internet sebagai konsekuensi dari kemajuan
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Di masa seperti
sekarang ini, berbagai kalangan dari seluruh belahan dunia bisa dengan mudah
mengakses internet dimana saja dan kapan saja dikarenakan semakin mudahnya
akses internet didapatkan dan banyak hal yang bisa kita dapatkan hanya dengan
sekali melakukan akses internet. Misalnya saja dengan internet kita bisa
mendapatkan berbagai informasi terbaru dan menarik, selain itu juga kita juga
bisa terhubung dengan berbagai macam orang di seluruh dunia dengan

menggunakan berbagai aplikasi media sosial yang ada saat ini. Kita juga bisa

"1bid. hal 151.
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berbagi berbagai informasi menarik melalui internet, misalnya saja mengenai
tutorial tentang cara memasak, cara menjahit, dan lain sebagainya. Sangat mudah
mendapatkan segala macam informasi dan hiburan yang kita dapatkan hanya

dengan media internet.

Melihat dari banyaknya kasus tentang hak cipta yang masih banyak terjadi
sebagai konsekuensi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, semakin
menunjukan bahwa pemerintah dan para penegak hukum di Indonesia masih
belum serius dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak
cipta. Beberapa contoh pelanggaran hak cipta yang sering terjadi antara lain
adalah pembajakan, pemalsuan, pengungguhan file secara gratis, baik pada
ciptaan karya tulis, software komputer, maupun musik dan lagu di media internet
secara besar-besaran, mudah, dan bahkan tidak dipungut biaya sedikitpun. Hal
inilah yang menyebabkan pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sangat
mustahil untuk dihentikan. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta telah diatur mengenai penegakan dan perlindungan

hukum dalam bidang hak cipta tersebut.

Cover lagu dalam media internet YouTube merupakan salah satu
pemanfaatan perkembangan internet saat ini. Cover lagu ini berbentuk audio
visual atau berupa video yang menampilkan seorang atau lebih (kelompok) yang
menyanyikan dan memainkan ulang lagu atau musik milik penyanyi atau pencipta
lagu terkenal yang telah diaransemen atau digubah sesuai dengan keinginan orang
yang melakukan cover lagu tersebut. Ada beberapa media internet yang digunakan

untuk melakukan cover lagu ini, diantaranya adalah melalui media Soundclouds,
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Smule, dan yang terakhir adalah YouTube. Akan tetapi untuk Soundclouds dan
Smule hanya bisa melakukan cover lagu dengan suara tanpa video seperti yang

terdapat dalam YouTube.

Dalam banyak hal, tujuan dari melakukan cover lagu dengan
mengunggahnya di media YouTube pada khususnya ini adalah karena mereka
ingin menjadi terkenal layaknya penyanyi atau pencipta lagu yang telah mereka
cover tersebut. Selain itu, para pelaku dan pembuat video cover lagu tersebut juga
berharap akan mendapatkan keuntungan ekonomi setelah melakukan
pengunggahan video cover lagu tersebut ke media YouTube. Dengan adanya
pemikiran ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dan tujuan komersial inilah
para pembuat video cover lagu berlomba-lomba menampilkan yang terbaik dan
terunik sehingga video cover lagu mereka dikunjungi dan disaksikan banyak
orang untuk kemudian para pengunjung situs YouTube yang menyaksikan (view)

video cover lagu tersebut berlangganan (subscribe).

Tindakan melakukan cover lagu pada media YouTube saat ini bukan
semata-mata hanya sebagai media mencari kesenangan dan hiburan, akan tetapi
sudah mengandung unsur untuk tujuan komersial. Padahal di dalam Pasal 9 ayat
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
disebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi dan yang
melakukannya untuk penggunaan secara komersial harus mendapatkan izin dari
pencipta atau pemegang hak cipta. Demikian juga halnya dengan para pelaku

video cover lagu yang mengunggah video tersebut untuk tujuan komersial demi
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mendapatkan keuntungan ekonomi untuk kepentingan pribadi atau golongan tanpa

izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam prakteknya, tindakan pembuatan video cover lagu untuk media
YouTube ini tidaklah sulit. Cukup dengan merekam video cover lagu yang
diinginkan dan telah diaransemen atau digubah, kemudian diunggah (upload)
pada akun YouTube yang telah dimiliki oleh pembuat dan pelaku cover lagu
tersebut. Hanya dengan langkah sederhana, video cover lagu sudah terpasang di
YouTube. Akan tetapi dalam hal ini ada unsur pemasangan iklan dalam cover lagu
di media YouTube tersebut untuk tujuan komersial, yaitu dengan mendapatkan
keuntungan dari pemasangan iklan melalui akun yang bernama AdSense. Melalui
aplikasi AdSense dari Google tersebut, para pemegang akun YouTube bisa
mendapatkan keuntungan komersial, tentunya dengan beberapa syarat dan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Youtube.

Penghasilan dari iklan akan didapat setiap seribu view dengan kisaran
penghasilan antara AS$1 hingga AS$10, kesemuanya disesuaikan juga dengan
format iklan yang disediakan oleh AdSense. Dalam hal ini, para pelaku cover lagu
telah melakukan pengunggahan video cover lagu milik penyanyi terkenal untuk
tujuan komersial, yaitu dengan cara setelah mengunggah video cover lagu tersebut
ke YouTube, berikutnya adalah menghubungkankan dengan akun AdSense, yaitu
program periklanan online milik Google (penjelasan lebih lengkap telah dituliskan
pada Bab Il dalam bab Tinjauan Pustaka). Setelah dihubungkan pada akun
AdSense harus dilakukan monetize, yaitu suatu fitur untuk mengaktifkan layanan

iklan pada AdSense tadi. Setelah tiga langkah tersebut selesai, selanjutnya akan
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muncul iklan pada video cover lagu yang telah diunggah tadi. Berikut ini adalah
tahapan-tahapan mengunggah video cover lagu version pada media YouTube yang

disertai dengan iklan:

Cover singer - upload (unggah) video cover lagu version - YouTube -
AdSense - Monetize - Advertisement - Video cover version with

advertisement.
Ada beberapa cara mendapatkan penghasilan melalui YouTube, yaitu”>:

1) Melalui iklan. Iklan di YouTube terbagi atas beberapa jenis format,

diantaranya:

a.  lklan bergambar yang muncul di sebelah kanan video dan
di atas daftar saran video;

b.  Iklan hamparan semitransparan yang muncul di 20% bagin
bawah video Anda;

c. lklan video yang dapat diabaikan setelah 5 detik. Iklan itu
bisa disisipkan sebelum, selama, atau setelah video utama;

d. Iklan video yang tidak dapat diabaikan, alias harus
ditonton. Biasanya berdurasi hingga 30 detik dan dapat
muncul sebelum, selama, atau setelah video utama.

2) Video/saluran berbayar. Jika fitur ini diaktifkan, setiap orang yang
menonton video atau berlangganan saluran kita harus membayar.
Syaratnya aku Kita harus bereputasi baik, memenuhi kriteria umum

"Axel Natanael Nahusuly. Meraup Uang Lewat YouTube. Majalah Intisari Finance.
Kompas Gramedia Group. Jakarta. November 2015. Hal 116-117.
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untuk kemitraan YouTube, menautkan akun AdSense yang
disetujui kea kun YouTube, dan memiliki saluran dengan minimal
1.000 pelanggan aktif. Namun sayang, Indonesia belum termasuk
negara yang dapat mengaktifkan fitur ini.

3) Dana dari penggemar. Jadi dari para penggemar dapat mendukung
saluran yang mereka sukai dengan melakukan pembayaran
sukarela menggunakan Google Wallet. Sayangnya, fitur ini baru
bisa dinikmati oleh pengguna YouTube di Australia, Jepang,
Meksiko, dan Amerika Serikat.

Fokus penelitian skripsi ini adalah mengenai adanya media pemasangan
iklan pada video cover lagu di YouTube, sebab itulah hal itu dianggap termasuk
dalam salah satu pelanggaran dalam hak cipta, yaitu karena adanya penggunaan
suatu ciptaan milik orang lain untuk tujuan komersial tanpa seizin pemilik ciptaan
atau pemegang hak cipta tersebut. Bukan bermaksud membatasi daya kreativitas
manusia dalam berbagai bidang karena bisa dianggap melanggar hak asasi
manusi, akan tetapi sebaiknya dalam melakukan dan menciptakan kreativitas
tersebut, seharusnya juga tidak mengabaikan suatu aturan perundang-undangan
yang telah dibuat oleh negara. Berikut ini adalah contoh gambar pengunggahan

video cover lagu dalam media internet YouTube:

Hummingbird Heartbeat - Katy Perry (Cover) by Isyana
Sarasvali

Gambar sebelah kiri dengan nama pembuat dan pelaku video cover lagu

Gamaliel dan Audrey menyanyikan lagu milik Maroon 5 ft. Wiz Khalifa berjudul
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Payphone tanpa adanya kolom iklan. Lain halnya pada gambar sebelah kanan
dengan nama pembuat dan pelaku video cover lagu Isyana Sarasvati yang
menyanyikan lagu milik Katy Perry berjudul Hummingbird Heartbeat dan
terdapat kolom iklan di sisi bawah (ditandai dengan lingkaran merah). Kolom
iklan itu berasal dari tahapan pengunggahan video ke media Youtube, kemudian
menghubungkannya dengan akun AdSense, lalu langkah berikutnya dilakukan
monetize supaya iklan bisa terpasang dan pada akhirnya jadilah video cover

beriklan seperti yang tercantum pada gambar di atas (gambar sebelah kanan).

Dengan adanya iklan pada konten video cover lagu di YouTube tersebut
adalah tentu saja hal tersebut dimaksudkan untuk tujuan komersial karena pelaku
cover lagu akan mendapatkan penghasilan apabila para pengguna internet
menyaksikan dan berlangganan konten video cover lagu di YouTube tersebut. Hal
itu tentu saja telah merugikan pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan
apa yang tercantum pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal

25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban pelaku
pelanggaran hak cipta yang terjadi pada pengunggahan video cover lagu version
pada media YouTube yang memiliki tujuan komersial di dalamnya dengan cara
memasang kolom iklan pada konten video cover di akun YouTube yang

bersangkutan, yaitu:

1) Dari pihak YouTube
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Demi terciptanya penegakan keadilan dan perlindungan di bidang Hak
Kekayaan Intelektual, khususnya dalam bidang hak cipta, terutama
ditujukan untuk pencipta atau pemegang hak cipta, YouTube telah
menyediakan layanan pengaduan jika pencipta atau pemegang hak cipta
merasa hasil karyanya telah disalahgunakan atau digunakan lain dengan
tidak semestinya oleh pemilik akun YouTube. Misalnya saja dengan
melakukan pengunggahan video cover lagu yang disertai dengan iklan
untuk tujuan komersial. Hal itu tidak dibenarkan karena sudah jelas dapat
merugikan pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan yang
tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika YouTube menemukan konten tersebut
terbukti telah melanggar hak cipta, maka pihak YouTube berhak
melakukan pemblokiran terhadap konten video tersebut dan pemilik akun
YouTube akan diberi peringatan terkait dengan pengaduan Yyang
diterimanya tersebut. YouTube sudah melakukan antisipasi apabila terjadi
pengaduan mengenai pelanggaran hak cipta karena YouTube juga sudah
mempunyai komitmen dengan negara-negara penggunan akun YouTube
untuk tidak mengabaikan hak para pencipta atau pemegang hak cipta
dalam melakukan pengaduan terhadap suatu hasil karyanya yang

digunakan tanpa izin atau dengan tujuan komersial.

Dari pihak pemerintah atau penegak hukum di Indonesia

Dalam perlindungan hak cipta di Indonesia, pemerintah yang mengatur

seluruh perlindungannya dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang
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Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang membahas tentang hak
ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Diharapkan dengan adanya
peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tersebut, para pelaku
pelanggaran hak cipta segera menyadari dan mengerti bahwa tindakan
tersebut akan dapat merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta.
Bentuk perlindungan hukum yang disarankan diantaranya adalah dengan
mendaftarkan ciptaannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual.

Upaya pemulihan yang dapat dilakukan dalam hal apabila terjadi
pelanggaran hak cipta lainnya adalah melalui gugatan ganti rugi dan tuntutan
pidana. Dalam hal gugatan perdata, maka perlindungan hukum bertolak kembali
pada pemegang hak cipta untuk mempergunakan hak eksklusif yang dimiliki oleh

pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak eksklusif pemilik atau pemegang hak cipta tersebut memberikan hak
kepada pemilik atau pemegang hak cipta tersebut untuk memberikan izin atau
lisensi bagi pihak lain untuk ikut menggunakan karya cipta yang dilindungi oleh
hak cipta untuk kepentingan komersial, dimana pemberian hak tersebut disertai
kompensasi yang harus dibayar oleh si pengguna kepada pemilik hak cipta dalam

bentuk royalti.”®

Untuk karya musik dan lagu pemberian lisensi dari pemilik hak cipta

kepada pengguna, umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi dan

“http://www.bengkelmusik.com/showthread.php?21097-Ulasan-singkat-mengenai-
Lembaga-Collecting-Society| Diakses pada hari Kamis, 19 November 2015; pukul 12.33 WIB.



http://www.bengkelmusik.com/showthread.php?21097-Ulasan-singkat-mengenai-Lembaga-Collecting-Society
http://www.bengkelmusik.com/showthread.php?21097-Ulasan-singkat-mengenai-Lembaga-Collecting-Society
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dibuat untuk mendapatkan hak atas keuntungan ekonomi secara maksimal atas

hasil ciptaannya. Hak ekonomi tersebut terbagi dua yaitu:

1) Hak untuk mengumumkan lagu (Performing Right), yaitu hak untuk
mengumumkan lagu antara lain berupa hak untuk memainkan lagu secara
langsung (live), memutar rekaman lagu dan menyiarkan rekaman lagu
(untuk kepentingan komersial).

2) Hak untuk menggandakan lagu (Mechanical Right), yaitu hak untuk
memperbanyak lagu yang dilakukan secara mekanis melalui pita kaset,

media digital, maupun rekaman film.

Dalam harian Kompas terbitan Selasa, 29 September 2015 dituliskan,

bahwa:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan izin operasional
kepada dua lembaga Manajemen Kolektif, yaitu Wahana Musik Indonesia
dan Sentra Lisensi Musik Indonesia. Dengan demikian, kedua lembaga
tersebut akan mengelola hak ekonomi pemilik hak cipta dan pemilik hak
terkait para anggotanya. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) itu
menjadi yang pertama mendapatkan izin operasional untuk menghimpun
dan mendistribusikan royalti atas hak cipta dan hak terkait dalam bidang
musik dan lagu. Langkah itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dibagi menjadi dua. Pertama, LMK yang
mewakili pemilik hak cipta dengan anggota minimal 200 pencipta. Kedua, LMK

yang mewakili pemilik hak terkait, dengan setidaknya mempunyai 50 pemilik hak
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terkait, yaitu pelaku pertunjukan (penyanyi), produser fonogram, dan lembaga

penyiaran.”’

Menurut Ebiet .G. Ade selaku Komisioner LMK Nasional, saat ini
beberapa LMK sedang mengajukan permohonan izin operasional kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diharapkan akan semakin
banyak LMK yang muncul agar perhimpunan royalti bisa dilakukan lebih

maksimal.”®

KCI (Karya Cipta Indonesia) awalnya dibentuk pada tahun 1989 dengan
nama INCOS (Indonesian Collecting Society) yaitu badan yang dibentuk atas
desakan masyarakat internasional yang menginginkan Indonesia memiliki badan
yang mewakili pencipta dalam penanganan hak cipta. Diawali dengan diterimanya
Persatuan Artis dan Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia
(PAPPRI) sebagai Associate Member Konfederasi perkumpulan pencipta lagu
atau musik dan penulis lirik international/ The International Confederation of
Societies of Authors and Composers (CISAC) yang menghimpun sekitar 158
organisasi dari 114 negara seluruh dunia. INCOS dibakukan menjadi YKCI
(Yayasan Karya Cipta Indonesia) atau lazim pula disebut dengan KCI (Karya
Cipta Indonesia). Pemikiran mengganti kata ‘musik’ menjadi ‘cipta’ adalah agar
nantinya dalam jangka panjang KCI (Karya Cipta Indonesia) tidak hanya
mengurusi di bidang musik saja, melainkan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu

pengetahuan lainnya.

""Harian Kompas edisi Selasa, 29 September 2015. Hak Cipta. Izin untuk Himpun Royalti
Musik. Hal 11.
"lpid.
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Setelah pencipta diberikan perlindungan hukum secara eksklusif oleh
negara tentang Hak Cipta terhadap hak moral dan hak ekonominya, para pencipta
lagu memiliki hak perdata untuk memberikan izin kepada para pihak pengguna
yang bermaksud untuk menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial.
Atas pemberian izin tersebut para pencipta lagu berhak mendapatkan royalti. Hal
inilah yang menjadi latar belakang pendirian KCI, yaitu untuk mempermudah dan
membantu para pemilik atau pemegang hak cipta (yang memberikan kuasa kepada
KCI untuk mengelola hak ekonomi mereka khususnya hak mengumumkan lagu
(Performing Rights) atas karya ciptanya. Lahirnya organisasi manajemen kolektif
lagu atau collecting society di Indonesia merupakan suatu bentuk interpretasi atas

dilindunginya suatu karya cipta.

Selama ini, royalti selalu menjadi masalah serius di dalam industri musik
manapun, terutama di Indonesia karena masih saja banyak kasus pelanggaran
yang terjadi terkait dengan hak cipta. Jadi dalam hal ini, peranan lembaga yang
berwenang untuk menangani masalah menghimpun royalti adalah lembaga-
lembaga yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Sentra Lisensi
Musik (Selmi) dan Wahana Musik Indonesia (Wami). Tantangan terbesar yang
akan dihadapi oleh LMK nantinya adalah mengenai pendataan penggunaan karya
para anggotanya karena kesadaran para pengguna karya masih dibutuhkan untuk

memudahkan penghimpunan royalti supaya lebih maksimal.

Sentra Lisensi Musik Indonesia (Selmi) merupakan LMK yang mewakili
pemilik hak terkait. Saat ini, Selmi mempunyai sedikitnya 100 anggota dari

produser dan 77 pelaku pertunjukan. Royalti pemilik hak terkait berasal dari mal,
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hotel, perusahaan karaoke, dan situs internet yang menggandakan atau memutar
lagu untuk tujuan komersial. Sedangkan untuk Wahana Musik Indonesia (Wami),
sudah mulai mampu memaksimalkan penghimpunan royalti hak cipta atas 979
anggotanya. Sebanyak delapan puluh persen royalti yang diperoleh pencipta
berasal dari perusahaan karaoke. Selain itu, pencipta juga mendapatkan royalti

dari hotel, kafe, atau mal yang menggunakan lagunya untuk tujuan komersial.”

Dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta disebutkan hal mengenai penyelesaian sengketa, yaitu:

(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif
penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

(2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
Pengadilan Niaga.

(3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud
ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

(4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk
Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui
keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa
melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Peranan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) apabila terjadi suatu
pelanggaran hak cipta adalah membantu untuk menghimpun dana royalti yang
berhak diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait
lainnya. Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk
badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta,
dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk

menghimpun dan mendistribusikan royalti.

“Ibid.
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Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta
atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas
ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Sedangkan menurut
Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk

hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Royalti bagi pencipta atau pemegang hak cipta di Indonesia didistribusikan
langsung kepada yang bersangkutan, sedangkan untuk pihak asing didistribusikan
melalui organisasi sejenis dibawah naungan CISAC. Sebaliknya, KCI juga
memastikan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta di Indonesia memperoleh
royalti apabila karyanya dipergunakan diluar negeri. Royalti dihimpun oleh
organisasi collecting society sejenis diseluruh dunia dan didistribusikan kepada

pencipta atau pemegang hak cipta melalui KCI.

Royalti diberikan setelah adanya lisensi dari pemegang hak cipta kepada
pihak yang berhak menerima, yaitu pencipta atau pemegang hak cipta atau
pemilik hak terkait lainnya. Mengenai Lembaga Manajemen Kolektif telah diatur
dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Apabila terjadi sengketa mengenai pembayaran royalti tentang suatu ciptaan,
maka Lembaga Manajemen Kolektif berhak untuk menyelesaikan permasalahan
tersebut. Apabila sudah tidak memungkinkan, dapat diselesaikan melalui upaya

hukum ke pengadilan niaga.



